PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51 TAHUN 2019
TENTANG

PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA KEGIATAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PERTANIAN BERDASARKAN KONTRAK KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk optimalisasi Penerimaan Negara Bukan
Pajak, Kementerian
Pertaniantelahmelakukankerjasamadenganpihak lain;
bahwasesuaidenganketentuanPasal 1 ayat (1)
hurufiPeraturanPemerintahNomor 35 Tahun 2016
tentangJenis dan Tarif atasJenisPenerimaan Negara
BukanPajak yang berlaku pada Kementerian
Pertanian, jenisPenerimaan Negara BukanPajakyang
berlaku pada Kementerian
Pertanianmeliputipenerimaandarijasapenelitian dan
pengembangansertapendidikan dan
pelatihanpertanian,
dilakukanberdasarkankontrakkerjasamadenganpihak
lain;

bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksu

ddalamhuruf a dan huruf b,
perlumenetapkanPeraturan Menteri
PertaniantentangPengelolaanPenerimaan Negara

BukanPajak pada KegiatanPenelitian dan



Mengingat

Pengembanganserta Pendidikan dan
PelatihanPertanianBerdasarkanKontrakKerja Sama
denganPihak Lain;

Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004
tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004
tentangPemeriksaanPengelolaan dan
TanggungJawabKeuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4405);

Undang-UndangNomor 9 Tahun 2018
tentangPenerimaan Negara BukanPajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6245);

PeraturanPemerintahNomor 22 Tahun 1997
tentangJenis dan PenyetoranPenerimaan Negara
BukanPajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 57, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3694)
sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahN
omor 52 Tahun 1998
tentangPerubahanatasPeraturanPemerintahNomor 22
Tahun 1997 tentangJenis dan PenyetoranPenerimaan
Negara BukanPajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
PeraturanPemerintahNomor 73 Tahun 1999 tentang
Tata Cara PenggunaanPenerimaan Negara BukanPajak
yang bersumberdariKegiatanTertentu (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136,



10.

11.

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3871);

PeraturanPemerintahNomor 1 Tahun 2004 tentang
Tata Cara PenyampaianRencanaKerja dan
LaporanRealisasiPenerimaan  Negara  BukanPajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 1, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4353);

PeraturanPemerintahNomor 35 Tahun 2016
tentangJenis dan Tarif atasJenisPenerimaan Negara
BukanPajakyang Berlakupada Kementerian Pertanian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 171, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5918);

PeraturanPresidenNomor 45 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
PeraturanPresidenNomor 67 Tahun 2019
tentangPenataanTugas dan Fungsi Kementerian
Negara Kabinet Indonesia MajuPeriode 2019-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 202);

PeraturanPresidenNomor 68 Tahun 2019
tentangOrganisasi Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
Peraturan Menteri PertanianNomor
06/Permentan/OT.140/2/2012
tentangPedomanKerjasamaPenelitian dan
PengembanganPertanian (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 180)
sebagaimanatelahbeberapa kali diubah,
terakhirdenganPeraturan Menteri PertanianNomor
99 /Permentan/0OT.140/10/2013

tentangPerubahanKeduaatasPeraturan Menteri



Menetapkan

12.

13.

14.

15.

PertanianNomor 06/Permentan/OT.140/2/2012
tentangPedomanKerjasamaPenelitian dan
PengembanganPertanian (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1266);

Peraturan Menteri KeuanganNomor 152/PMK.02 /2014
tentangPetunjukPenyusunanRencanaPenerimaan
Negara BukanPajak Kementerian Negara/Lembaga
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1053);

Peraturan Menteri PertanianNomor 43/Permentan/
OT.010/8/2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

Peraturan Menteri PertanianNomor 03/Permentan/
KU.030/1/2016
tentangPetunjukTeknisPengelolaanPenerimaan Negara
BukanPajakLingkup Kementerian Pertanian,;

Peraturan Menteri PertanianNomor
07 /Permentan/LB.200/2/2018

tentangPedomanAlihTeknologiPertanian (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PADA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN
BERDASARKAN KONTRAK KERJA SAMA DENGAN PIHAK
LAIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturan Menteri iniyang dimaksuddengan:

1.

AnggaranPendapatan dan Belanja Negara yang

selanjutnyadisingkat APBN



adalahrencanakeuangantahunanpemerintah ~ Negara
yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Penerimaan Negara BukanPajak yang
selanjutnyadisingkat PNBP adalahpungutan yang
dibayar oleh orang pribadiatau badan

denganmemperolehmanfaatlangsungmaupuntidaklang

sungataslayananataupemanfaatansumberdaya dan
hak yang diperoleh negara,
berdasarkanperaturanperundang-undangan, yang
menjadipenerimaanPemerintah Pusat di
luarpenerimaanperpajakan dan hibah dan
dikeloladalammekanismeanggaranpendapatan dan

belanja negara.

Pengelolaan PNBP
adalahpemanfaatansumberdayadalamrangka tata
kelola yang meliputikegiatanperencanaan,
pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan

pengawasanuntukmeningkatkanpelayanan,
akuntabilitas, dan optimalisasipenerimaan negara

yang berasaldari PNBP.

Daftar IsianPelaksanaanAnggaran yang
selanjutnyadisebut DIPA
adalahdokumenpelaksanaananggaran yangdisusun

oleh penggunaanggaranataukuasapenggunaanggaran.
Kerja Sama adalahkerjasama pada kegiatanpenelitian
dan pengembangansertapendidikan dan
pelatihanpertanianberdasarkankontrakkerjasama yang
menghasilkan PNBP fungsional.

KontrakKerja Sama
adalahkesepakatanantaraSatuanKerjadenganpihak
lain daridalammaupunluar negeri
untukbidangpenelitian dan
pengembangansertapendidikan dan pelatihan.

Pihak Lain adalahinstitusipemerintah,
institusipendidikan, badan hukum, badan usaha,
yayasan, lembagaswadayamasyarakat,
lembagainternasional, dan perseoranganbaikdaridalam
negeri maupunluar negeri.

SistemInformasiPenerimaan Negara BukanPajak

Online yang selanjutnyadisebut SIMPONI



10.

11.

12.

(1)

(2)

adalahsisteminformasi yang dikelola oleh
DirektoratJenderalAnggaran, yang
meliputiSistemPerencanaan PNBP, Sistem Billing dan
SistemPelaporan PNBP.

Sistem Billing SIMPONI adalahsistem = yang
merupakanbagiandari SIMPONI yang
memfasilitasipenerbitankode billing

dalamrangkapembayaran/penyetoranpenerimaan

Negara.
SatuanKerja yang
selanjutnyadisebutSatkeradalahinstansi yang

diizinkanuntukmenerima dan menggunakansebagian
dana PNBP melaluipersetujuan Menteri
Keuangansetelahinstansitersebutterlebihdahulumenye

torkan PNBP ke Kas Negara melalui bank/pos

persepsi.
Pertanianadalahpertanian yang
mencakupsubsektortanamanpangan, hortikultura,

perkebunan, dan/ataupeternakan.

Menteri adalahmenteri yang
menyelenggarakanurusanpemerintahan di
bidangpertanian.

Pasal 2
Peraturan Menteri

inidimaksudkansebagaidasardalampengelolaan PNBP

pada kegiatanpenelitian dan
pengembangansertapendidikan dan
pelatihanpertanianberdasarkanKontrakKerja Sama

denganPihak Lain.

Peraturan Menteri
inibertujuanuntukmeningkatkanpelayanan,
akuntabilitas, dan optimalisasipenerimaan negara

yang berasaldari PNBP.

Pasal 3

RuanglingkupPeraturan Menteri inimeliputi:

a.
b.

C.

perencanaan;
pelaksanaan;

pertanggungjawaban; dan



d.

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(1)

(2)

pembinaan dan pengawasan.

BAB II
PERENCANAAN

BagianKesatu

Umum

Pasal 4
PNBP pada kegiatanpenelitian dan
pengembangansertapendidikan dan
pelatihanpertanianberdasarkanKontrakKerja Sama
SatkerdenganPihak Lain.
Satkersebagaimanadimaksud pada ayat (1)
merencanakanKerja Sama melaluimekanisme APBN.
Kerja Sama sebagaimanadimaksud pada ayat (2),
meliputi:
a. Kerja Sama terencana; dan/atau
b. Kerja Sama tidakterencana.
Kerja Sama terencanasebagaimanadimaksud pada
ayat (3) huruf a merupakankegiatan yang
direncanakansebelumtahunanggaranberjalansesuaisik
luspenyusunananggaran.
Kerja Sama tidakterencanasebagaimanadimaksud
pada ayat (3) huruf b merupakankegiatan yang

direncanakan pada tahunberjalan.

BagianKedua

Usulan

Pasal 5
Kerja Sama
dilakukandenganpengajuanpermohonanrencanaKerja
Sama.
PermohonanrencanaKerja Sama
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh

Pihak Lain kepadaKepalaSatker.



(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

DalamhalKepalaSatkersebagaimanadimaksud pada
ayat (2) menyetujui, rencanaKerja Sama
dapatditindaklanjutidenganmembuatKontrakKerja

Sama.

Pasal 6

PendanaanKerja Sama terencanadiusulkan oleh
SatkerkepadaSekretariatJenderalmelalui Biro
Keuangan dan Perlengkapandenganmelengkapi paling
sedikit:

a. KontrakKerja Sama yang akandilaksanakan;

b. pernyataan KPA mengenairencanaKerja Sama;

dan/atau
c. KontrakKerja Sama yang telahdilaksanakan 2

(dua) tahunberturut-turut.

Biro Keuangan dan
Perlengkapanmelakukanpembahasan dan
penelaahanusulanpendanaanKerja Sama

terencanabersamaSatker dan unit kerjaeselon I terkait.

UsulanpendanaanKerja Sama
terencanasebagaimanadimaksud pada ayat (2)
dimasukkandalamusulan target dan

pagupenggunaansebagian dana PNBP.
Usulan target dan pagupenggunaansebagian dana
PNBP
diprosessesuaidenganketentuanperaturanperundang-
undangan.

Pasal 7
PendanaanKerja Sama tidakterencanadiusulkan oleh
Satkermelaluisekretariat unit kerjaeselon I

kepadaSekretariatJenderalmelalui Biro Keuangan dan

Perlengkapan.
Biro Keuangan dan
Perlengkapanmelakukanpembahasan dan

penelaahanusulanrevisi DIPA bersamaSatker dan unit

kerjaeselon I terkait.



(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Usulanrevisi DIPA disampaikan oleh Satker/unit
kerjaeselon I terkaitkepada Kementerian
Keuangansesuaidenganketentuanperundang-

undanganuntukmendapatpersetujuan.

Pasal 8

Revisi DIPA dalamrangkaKerja Sama
tidakterencanasebagaimanadimaksuddalamPasal 7
ayat (1)
dapatdilakukansecaraberkalaatausesuaikebutuhan.
Satkermengusulkanrevisi DIPA
denganmelampirkanpersyaratan paling
kurangmeliputi:

a. proposal pengajuanrevisi target dan

pagupenggunaan PNBP;
suratusulanrevisianggaran;
suratpernyataantanggungjawabmutlak;
KontrakKerja Sama;
rinciananggaranbelanja;
matriksperubahan (semula-menjadi);

arsip data komputeraplikasi target PNBP;

R N

arsip data komputeraplikasirencanakerja dan
anggarankementerian negara ataulembaga;

i. DIPA induk, DIPA awal, DIPA petikan, konsep
DIPA, nomordigital stamps; dan

j-  ringkasanKontrakKerja Sama.

BagianKetiga

PenghitunganBesaran Tarif

Pasal 9
Satkermelakukanpenghitunganbesarantarifsebagainila
i nominal yang tercantumdalamKontrakKerja Sama.
Penghitunganbesarantarifsebagaimanadimaksud pada
ayat (1)
sesuaidengankomponenbiayapenyelenggaraanpelayana
n oleh Satker.

Komponenbiayasebagaimanadimaksud pada ayat (2)

paling sedikitmeliputi:



(4)

(1)

(2)

a. bahan;

b. honorarium;

c. operasional; dan/atau

d. pengadaan/pemeliharaan.
DalamhalkomponenbiayadalamKontrakKerja Sama
terdapatjenis dan tarifatasjenis PNBP yang
telahdiaturdalamketentuanperaturanperundang-
undanganmengenaijenis dan tarifatasjenis PNBP,
besarantarifmengacu pada

ketentuanperaturanperundang-undangan.

BAB III
PELAKSANAAN

BagianKesatu

BidangKerja Sama

Pasal 10

Untukkegiatanpenelitian dan pengembanganPertanian,

SatkermelaksanakanKerja Sama

berkaitandenganbidang:

a. penelitianPertanian;

b. pengembanganPertanian; dan/atau

c. pemanfaatanhasilsampingpenelitianPertaniansesu
aidenganketentuanperaturanperundang-
undangan.

Untukkegiatanpendidikan dan pelatihanPertanian,

SatkermelaksanakanKerja Sama

berkaitandenganbidang:
penyelenggaraanpendidikanPertanian;
penyelenggaraanpelatihanPertanian;

c. penyelenggaraanbimbinganteknisPertanian,;
dan/atau

d. pendayagunaanketenagaanpendidikan dan

pelatihanPertanian.

BagianKedua

MekanismeKerja Sama



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 11
Kerja Sama sebagaimanadimaksuddalamPasal 10,
dituangkandalamKontrakKerja Sama denganPihak
Lain.
Kerja Sama dilakukansetelahPihak Lain membayarkan
PNBP ke Kas Negara sesuaidengannilai nominal yang

tercantumdalamKontrakKerja Sama.

BagianKetiga
Pembayaran
Pasal 12
Pembayaran PNBP ke Kas Negara
sebagaimanadimaksuddalamPasal 11 ayat  (2),

dapatdilakukansecarabertahapberdasarkanKontrakKer
ja Sama.
Pembayaransecarabertahapsebagaimanadimaksud
pada ayat (1),
dapatdilakukanmelampauitahunanggaran.
Dalamhalpembayarandilakukanmelampauitahunangga
ransebagaimanadimaksud pada ayat (2)
makapenggunaannyadilakukanberdasarkansetoran
PNBP ke Kas Negara tahunanggaran yang
bersangkutan.
Pembayaran PNBP ke Kas Negara oleh Pihak Lain
dilakukanmelalui billing SIMPONI denganmatauang
rupiah.
Dalamhalpembayaran PNBP dilakukanPihak Lain
melaluirekeningSatker, billing SIMPONI dibuatkan
oleh BendaharaPenerimaansesuaidengannilai nominal
yang dibayarkan dan Pihak Lain
wajibmelaporkankepadaBendaharaPenerimaan  pada
hari yang samasaat PNBP disetorkan.

BagianKeempat

Penggunaan



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 13
Satkermenggunakansebagian dana PNBP
dariKontrakKerja Sama paling
tinggisebesarpersetujuansebagianpenggunaan dana
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Penggunaansebagian dana PNBP
dilakukansesuaidenganketentuanperaturanperundang

-undangan.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 14
Dalamrangkapertanggungjawabanpengelolaan =~ PNBP
pada kegiatanpenelitian dan
pengembangansertapendidikan dan
pelatihanPertanianberdasarkankontrakKerja Sama

denganpihaklain,Satkermenyampaikan:

a. laporanpelaksanaanKerja Sama kepada wunit
kerjaeselon I terkait; dan

b. laporanrealisasianggaranmelaluiSekretariat unit
kerjaeselon I
terkaitkepadaSekretarisJenderalmelaluiKepala
Biro Keuangan dan Perlengkapan.

LaporanpelaksanaanKerja Sama

sebagaimanadimaksud pada ayat (1) hurufamemuat:

a. capaianhasilkegiatan; dan

b. laporanrealisasianggaran.

Laporanrealisasianggaransebagaimanadimaksud pada

ayat (1) hurufbdisampaikansecaratriwulan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15
PembinaanKerja Sama dilakukan oleh
SekretariatJenderalmelalui  Biro  Keuangan dan

Perlengkapanbersama unit kerjaeselon I terkait.



(2) PengawasanKerja Sama dilakukan oleh

aparatpengawasan intern pemerintah.

Pasal 16
(1) PembinaansebagaimanadimaksuddalamPasal 15 ayat

(1) dilakukan paling kurangmelalui:

a. koordinasipelaksanaanKerja Sama yang
mencakupperencanaan, pelaksanaan,
pertanggungjawaban, dan evaluasi;

b. sosialisasi; dan

c. bimbinganteknis.

(2) PengawasansebagaimanadimaksuddalamPasal 15 ayat

(2) dilakukan paling kurangmelalui:

a. pemantauan; dan

b. pemeriksaan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17
Pada saatPeraturan Menteri inimulaiberlaku, KontrakKerja
Sama denganPihak Lain yang
masihberjalansebelumberlakunyaPeraturan Menteri ini,

tetapberlakusampaidenganberakhirnyaKontrakKerja Sama.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Pada saatPeraturan Menteri inimulaiberlaku,
semuaketentuanmengenaiPengelolaan PNBP yang
diaturdalamPeraturan Menteri

dinyatakantetapberlakusepanjangtidakbertentangandengan

Peraturan Menteri ini.

Pasal 19



Peraturan Menteri inimulaiberlaku pada

tanggaldiundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkanpengundanganPeraturan Menteri

inidenganpenempatannyadalamBerita Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR



